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IMAMUL AKBAR(B11109440),” Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor  
06/Pid.Sus/2013/PN.MRS), (Dibimbing oleh Prof. Dr. Slamet 
Sampurno, S.H., M.HSelaku Pembimbing I dan Dara Indrawati, S.H,. 
MH.Selaku Pembimbing II)”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum 
pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak 
dibawah bumur dan untuk mengetahui pertimbangan bagi hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencabulan 
terhadap anak dibawah umur. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros dengan memilih 
instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini 
dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara 
kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif 
sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas 
permasalahan.   
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Putusan Majelis Hakim 
yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
melanggar Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak sudah tepat. Hal tersebut sejalan dengan dakwaan 
Subsidair Penuntut Umum dan telah berdasarkan pada fakta yang 
terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah. Dakwaan Penuntut 
Umum pada perkara Putusan Nomor  06/PID.Sus/2013/PN.MRS ini 
berbentuk dakwaan Subsider yaitu, dakwaan Primair melanggar Pasal 
81 ayat 1 (satu) dan Subsidair melanggar Pasal 82.2) Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Maros dalam pertimbangannya masih terdapat 
beberapa kekurangan-kekurangan, terutama dalam pertimbangan 
subyektifnya yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan. 
Majelis Hakim menjatuhkan pidana 5 (liam) tahun penjara dikurangkan 
seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Karena 
terdakwa yang masih dibawah umur sehingga sanksi ini lebih ringan 
dari tuntutan Penuntut Umum yaitu 7(tujuh) tahun penjara dikurangkan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki adanya 
penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban 
dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum, setiap tingkah laku 
warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber 
dari hukum. 
Berbagai permasalahan sosial semakin marak terjadi yang 
tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi,budaya, 
dan faktor lainnya. Permasalahan-permasalahan yang timbul kerap 
berimbas pada suatu tindak pidana guna memenuhi suatu keinginan  
ataupun dijadikan sebagai  suatu tujuan terhadap sesuatu hal yang 
hendak dipenuhi. Tindak pidana dianggap sebagai suatu tujuan dalam 
rangka melampiaskan suatu permasalahan ataupun tindak pidana 
dilakukan dalam memperoleh sesuatu secara instan dan dapat merugikan 
individu ataupun banyak orang sehinggga tindak pidana merupakan salah 
satu bentuk permasalahan ataupun penyakit yang seringkali timbul dalam 
kehidupan masyarakat. Khususnya di Indonesia,  adapun bentuk-bentuk 
pidana yang sering terjadi adalah pembunuhan, perampokan, perkelahian, 
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pemerkosaan, pencabulan, dan penganiaayan baik itu bersifat 
penganiaayan biasa,penganiaayan berat, penganiayaan ringan, dan  
berencana.  
Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
begitu pesat mengakibatkan pola tingkah laku manusia ikut berubah 
menjadi semakin kompleks. Ada pola tingkah laku yang sesuai dengan 
norma yang berlaku dalam masyarakat tetapi tidak sedikit pula pola 
tingkah laku manusia yang yang bergeser dan menyimpang dari norma 
yang telah ada di dalam masyarakat. Perilaku yang menyimpang inilah 
yang sering kali meresahkan masyarakat dan perlu dicegah serta 
diantisipasi karena dapat merugikan masyarakat lainya. 
Perilaku yang tidak mengikuti kaidah-kaidah dan norma-norma 
yang berlaku di masyarakat inilah yang dianggap sebagai suatu 
penyelewengan yang berujung pada suatu pelanggaran bahkan sebagai 
suatu kejahatan. Kejahatan merupakan suatu istilah untuk menilai 
perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap sebagai perbuatan jahat dan 
tercela yang selalu meresakan masyarakat. Peningkatan kejahatan dari 
waktu ke waktu tidak dapat dihindari seiring terus meningkatnya 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola pikir manusia. 




Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam 
menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Untuk memperoleh hal 
tersebut diperlukan upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun 
represif, sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap 
hukum. Masalah kejahatan memang patut mendapatkan perhatian khusus 
yang sungguh-sungguh dan terus-menerus, bukan hanya mereka yang 
terlibat aktif di bidang hukum baik itu mahasiswa fakultas hukum, seluruh 
aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) serta para 
pengacara dan konsultan, tapi juga masyarakat pada umumnya. 
Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, bukan tidak 
mungkin menpengaruhi seseorang maupun kelompok orang tertentu 
untuk melakukan berbagai jenis kejahatan. Terjadinya suatu kejahatan 
pada umumnya korbanya bukan hanya ditujukan pada orang dewasa 
semata melainkan juga pada anak-anak. 
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menpunyai hak 
dan kewajiban untuk ikut serta membangun bangsa dan negara, serta 
bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang 
merupakan potensi pembangun manusia seutuhnya, memerlukan 
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan 
seimbang. Seorang anak secara rohani maupun jasmani, dan sosial 
belum menpunyai kemanpuan untuk berdiri sendiri dalam melaksanakan 
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hak dan kewajiban, maka menjadi kewajiban bagi generasi pendahulu 
untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. 
Kondisi fisik, mental dan sosial seorang anak bersifat khas dan 
ditandai dengan sikap sering kali mementingkan dirinya sendiri, sehinnga 
dapat disalah gunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 
orang di sekelilingnya. Dalam kenyataan banyak terjadi kekerasan atau 
eksploitasi terhadap anak yang dilakukan di negara kita. Mengenai 
persoalan kesusilaan terhadap anak, menurut Maulana Hasan Wadong, 
(2003:14) bahwa “kesusilaan terhadap anak yang sering terjadi berkaitan 
dengan lemahnya hukum perlindungan anak”. Oleh karena itu, anak-anak 
paling rawan menjadi korban suatu kejahatan karena anak-anak ini 
dianggap lemah dan dapat dengan gampangnya dibujuk untuk melakukan 
sesuatu hal termasuk untuk melakukan kejahatan”. 
Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan sangat 
meresahakan masyarakat adalah tindak pidanapencabulan dari sekian 
banyak jenis kejahatan terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi. 
Dalam kejahatan pencabulan ini, salah satu unsur yang paling menonjol 
adalah unsur paksaan yang diikuti dengan ancaman kekerasan atau 
bahkan dengan kekerasan. Para pelaku kejahatan pencabulan ini selalu 
memaksakan kehendaknya untuk memenuhi nafsu birahinya tanpa 
memandang siapa korbanya. 
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Anak sering menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh 
orang-orang yang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat disaksikan 
setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan di stasiun teelvisi 
sering menyajikan berita-berita kriminal tentang pencabulan terhadap 
anak. Seharusnya orang tua, masyarakat, maupun Negara harusnya 
melindungi anak karena anak adalah karunia dari Yang Maha Kuasa 
sehingga patutnya kita dapat melindungi anak dari segala perbuatan 
tindak khususnya tindak pidana pencabulan yang dapat membuat masa 
depan menjadi hilang. Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat 
digolongkan sebagai tindak kejahatan asusila yang dapat membuat masa 
depan anak menjadi rusak.Sehingga dengan demikian tindak pidana 
pencabulan perlu penanganan serius dari aparat penegakan hukum 
terhadap pencabulan terhadap anak yang diaturdalam pasal 82 UU No.23 
Tahun 2002 yang rumusannya adalah : 
“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasaan atau 
ancaman kekerasaan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau 
serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh 
juta rupiah)”. 
 
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana 
pencabulan hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak baik 
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perempuan maupun laki-laki. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka 
setiap tindak pidana pencabulan anak penuntutannya diawali dengan 
pengaduan. Penganduan pada tindak pidana pencabulan anak sering 
mengalami hambatan oleh karena korban dibawah ancaman. 
Kekerasan dan pelecehan biasanya terjadi pada anak-anak 
perempuan. Berkaitan dengan anak maupun perempuan dalam konteks 
kesusilaan, adanya kebijakan yang tidak berpihak terhadap perbaikan 
kondisi masyarakat akan sangat berpotensi terhadap peningkatan tindak 
kesusilaan terhadap mereka. Akumulasi persoalan ekonomi yang terjadi 
pada masyarakat, membuat tingkat agresifitas dan upaya kompensasi 
menjadi kian meningkat. 
Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini perlu 
mendapatkan perhatian yang cukup serius dari berbagai pihak. 
Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya 
dilakukan oleh pihak-pihak  yang mengasuhnya di bawah pengawasan 
dan bimbingan negara, dan bilamana perlu oleh negara itu sendiri. Karena 
kewajiban inilah maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib 
pula melindunginya dari segala gangguan-gangguan yang datang dari luar 
maupun dari anak itu sendiri, di mana dengan adanya perlindungan 




Hakim sebagai pejabat yang menpunyai wewenang dalam 
memberikan putusan atas tindak pidana kekerasan seksual (kesusilaan) 
terhadap anak harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat 
memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta anak-
anak yang menjadi korban pada khususnya. Hakim juga harus 
menperhatikan faktor-faktor mengenai hak asasi manusia, serta 
menjadikan pidana secara operasional yang dapat diterima baik dari 
posisi korban maupun pelaku. Namun dalam menjalankan tugas 
kewenagannya, hakim banyak menemui beberapa kendala khususnya 
terhadap tindak pidana kekerasan seksual (kesusilaan) terhadap anak. 
Oleh karena itu diperlukan hakim-hakim yang handal sehingga mampu 
mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. 
Untuk mengetahui apakah hakim dalam memberikan putusan telah 
menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta 
memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, korban, maupun pelaku, atas 
dasar latar belakang masalah tersebut diatas, Maka dalam penulisan 
hukum ini penulis mengambil judul  “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 






B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka 
dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup  pembahasan 
didalampenelitian ini : 
1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku 
tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor 
06/Pid.Sus/2013/PN.MRS? 
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi  hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam perkara terhadap tindak pidana 
pencabul anak dalam Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.MRS? 
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dan penulisan laporan ini, 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana  pelaku tindak pidana 
pencabulan terhadap anak dalam Putusan 
Nomor06/Pid.Sus/2013/PN.MRS 
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak 






D. Kegunaan Penelitian. 
Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah: 
1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan 
hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai 
reverensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-
masalah hukum pidana 
2. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegakan 
hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap 


















A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “stratbaar feit”. Istilah 
strafbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai 
istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh 
dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering 
menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 
merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Menurut Simon (Erdianto Effendi, 2011: 98), berpendapat bahwa 
pengertian tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan atau perbuatan 
yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan 
hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 
bertanggungjawab. 
Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 
99), memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut: 
“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan 
keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, 
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serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu 
bertanggung jawab)”. 
Sementara menurut Moeljatno (2009: 59), berpendapat bahwa 
pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan 
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
manusia yang mana perbuatan tersebut melangggar apa yang dilarang 
atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi  berupa sanksi 
pidana. 
Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai 
criminal act,ada dasar pokok, yaitu “asas legalitas” (Principle of legality). 
Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 
dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini dikenal dalam bahasa latin 
sebagai Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit (tidak ada 
delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). 
Ucapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit  
berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). 
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Menurut von Feurbach (Moeljatno, 2009: 27), asas legalitas mengandung 
tiga unsur yaitu: 
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
undang; 
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi, dan 
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur 
subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat 
diutarakan sebagai berikut: 
a. Unsur subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada 
kesalahan” (Anact does not make a person guilty unless the mind is guilty 
or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini 
adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada 
umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 
(tiga) bentuk, yaitu: 
a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 




c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu: 
1) Tak berhati-hati, dan 
2) Dapat menduga akibat itu. 
b. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yang 
sebagai berikut: 
1) Perbuatan manusia, berupa: 
a) Act, yaitu perbuatan aktif, dan 
b) Ommission, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan 
atau membiarkan). 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum 
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Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu 
unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh 
hakim di pengadilan. 
Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005: 10)     
menjelaskan bahwa: 
“Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. 
Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia 
yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur 
dari perbuatan berupa kemampuan 
dapatdipertanggungjawabkan(toerekeningsvatbaarheid), dan 
kesalahan”. 
Seorang ahli hukum yaitu Simon (Andi Hamzah, 2004: 88), 
merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 
a. Diancam pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan 
d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas 
perbuatannya. 
 
B. Tindak Pidana Pencabulan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan 
Istilah pencabulan cukup sering digunakan untuk menyebut suatu 
perbuatan atau tindakan tertentu yang menyerang kehormatan 
kesusilaan.Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek 
Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka  definisi pencabulan adalah 
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“semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan 
seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”. 
a. Pencabulan menurut Kamus Besar Indonesia (Departemen Pendidikn 
dan Kebudayaan, 2002: 184), adalahpencabulan adalah kata dasar dari 
cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun 
(tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak 
pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari 
kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak 
senonoh (melanggar kesusilaan,kesopanan)  
b. Pencabulan menurut R. Soesilo (1996: 212), adalah segala perbuatan 
yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, 
semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, mialnya: cium-
ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan 
sebagainya. 
c. Pencabulan menurut Moeljatno (2003: 106), adalah segala perbuatan 
yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan 
nafsu kekelaminannya.Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih 
menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang 
berdasarkan nafsu kelaminanya, di mana langsung atau tidak langsung 
merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana. 
Berdasarkan pengertian di atas, Penulis berkesimpulan bahwa 
tindak pidana pencabulan adalah segala tindakan atau perbuatan yang 
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keji, tidak senonoh, kotor, dan melanggar kesusilaan (kesopanan), dimana 
semua itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin. Contohnya, cium-ciuman, 
meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan 
sebagainya. 
Aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan 
terdapat pada Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anakyakni:  
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh 
juta rupiah)”. 
 
Kejahatan kesusilaan merupakan kecenderungan untuk melakukan 
aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria 
maupun wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Adapun 
pengertian pencabulan atau kata cabul dalam kamus hukum. Dapat 
diartikan sebagai berikut: 
“Pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan keji dan kotor; 
tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan, hal ini 
secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Pasal 281 dan Pasal 282, yaitu: diancam dengan pidana penjara 
paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 
 
Seperti yang diuraikan di atas, pencabulan adalah kejahatan 
seksual yang dilakukan seorang pria atau perempuan terhadap anak di 
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bawah umur baik pria maupun perempuan dengan kekerasan atau tanpa 
kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan 
psikoseksual dimana orang dewasa menperoleh kepuasan seksual 
bersama seorang anak. Ciri utamanya berbuat atau berfantasi tentang 
kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk menperoleh 
kepuasan seksual.. 
a. Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau Dari KUHP 
Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur 
dalamKUHP pada bab XIV buku ke II, yaitu Pasal 289 sampai dengan 
Pasal 296 KUHP, yang mengkatagorikan pencabulan tersebut sebagai 
kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak 
diatur dalam Pasal 289, Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, 
Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 KUHP, Pasal 296 KUHP. 
- Pasal 289 KUHP (R. Soesilo 1993:212) : 
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada 
dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan 
dengan hukuman penjara selama-lamanya  sembilan tahun”. 
 
- Pasal 290 KUHP (R. Soesilo 1993:212): 
1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang,sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak 
berdaya” . 
2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, 
sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur 
orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa 
umurnya,bahwa orang itu belum belum masanya buat dikawin”.   
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3e.“Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang 
diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu 
belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, 
bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau atau 
membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan 
bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.  
 
- Pasal 292 KUHP (R. Soesilo 1993:213): 
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang 
yang belum dewasa dari  jenis kelamin yang sama, sedang 
diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, 
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. 
 
- Pasal 293 (1) KUHP  (R. Soesilo 1993:214): 
“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian 
akan memberikan uang atau barang, dengan salah 
mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada 
disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau 
dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang 
tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus 
disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul 
dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian 
pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. 
- Pasal 294 KUHP  (R. Soesilo 1993:215): 
“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang 
belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya,anak peliharaannya, 
atau dengan seorang yang belum dewasa yang di percayakan 
padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang 
atau bawahannyayang belum dewasa, dihukum penjara selama-
lamanya tujuh tahun”. 
 
- Pasal 295 KUHP  (R. Soesilo 1993:216): 
1e.“Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa 
dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya 
perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau 
anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh 
orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau 
19 
 
penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau 
bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”. 
 
2e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, 
barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut 
pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan 
orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang 
diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa”. 
 
- Pasal 296  KUHP  (R. Soesilo 1993:217): 
“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu 
dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul 
dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun 
empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000 ( lima 
belas ribu rupiah)”. 
 
b. Pencabulan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun   
2002tentang Perlindungan Anak 
Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam 
Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 82 
juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan 
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain. 
- Pasal 82Undang-Undang No. 23 Tahun   2002:  
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan,memaksa melakukan tipu muslihat 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga 











2. Unsur-Unsur Tindak Pidana PencabulanAnak. 
 
a) Unsur-Unsur Tindak Pencabulan Anak Menurut KUHP 
Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP 
Kejahatan pada ayat 2, mempunyai unsur-unsur: 
Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: perbuatan cabul; 
b. Objeknya: dengan seorang; 
c. Yang: 
1. Umurnya belum 15 tahun, atau 
2. Jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin 
Unsur subjektif: 
d. Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 
tahun. 
Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian 
tubuhterutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu 
seksual. Misalnya alatkelamin, buah dada, mulut, dan sebagainya yang 
dipandang melanggar kesusilaanumum. 
Unsur objek kejahatan yang menurut pasal 290 ayat (2) dapat 
seorang lakilakiatau seorang perempuan. 




a. Perbuatannya: membujuk; 
b. Objeknya: orang yang: 
1) Umurnya belum lima belas tahun; atau 
2) Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin; 
c. Untuk: 
1) Melakukan perbuatan cabul; 
2) Dilakukan perbuatan cabul; atau 
3) Bersetubuh di luar perkawinan; 
Unsur subjektif: 
d. Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak 
jelasumurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. 
Membujuk (verleiden) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak 
oranglain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada 
membujuk adalahmenarik kehendak orang yang bersifat mengiming-
imingi. Sifat mengimingimingilebih tepat, berhubung orang yang dibujuk 
adalah anak-anak yang secarapsikis masih lugu atau polos yang lebih 
mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa. 
Pasal 292 KUHP 
Unsur-unsur objektif 
a. Perbuatannya: perbuatan cabul; 
b. Pembuatnya: orang dewasa; 
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c. Objeknya: orang sesame jenis kelamin yang belum dewasa. 
 
Unsur subjektif: 
d. Yang diketahuinya belum dewasa; atau yang seharusnyapatut 
diduganyabelum dewasa. 
Pasal 293 KUHP 
Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: menggerakan; 
b. Cara-caranya: 
1) Memberi uang atau barang; 
2) Menjanjikan memberi uang atau barang; 
3) Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan; 
4) Penyesatan; 
c. Objeknya: orang yang belum dewasa; 
d. Yang baik tingkah lakunya; 
e. Untuk: 
1) Melakukan perbuatan cabul; 
2) Dilakukan perbuatan cabul dengannya; 
Unsur subjektif: 




Perbuatan “menggerakan” (bewegen) adalah perbuatan 
mempengaruhikehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri., atau 
agar sama dengankehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi 
adalah kehendak atau kemauanorang lain. 
Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang 
denganmaksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah 
perbuatan dilakukan,maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi 
milik orang yang diberi. 
Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan 
memberiuang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. Perbedaannya 
padamemberikan, setelah perbuatan dilaklukan, uang dan atau barang 
telah beralihkekuasaannya pada orang yang diberi. Akan tetapi, pada 
perbuatan menjanjikan,setelah perbuatan dilakukan, uang atau barang itu 
belum diserahkan, dan akandiserahkan kemudian, tidak pada saat janji 
diucapkan. Di dalam perbuatanmenjanjikan harus dapat memberi 
kepercayaan kepada orang yang menerimajanji, dan kepercayaan yang 
terbentuk inilah yang menyebabkan orang lain ituyang in casu belum 
dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul ataudilakukan 
perbuatan cabul terhadapnya. 
Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, 
maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang 
timbul dandimiliki oleh seseorang karena hubungan yang yang ada antara 
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si pembuat denganorang yang digerakkan (korban) dalam kehidupan 
social. 
Penyesatan (misleading) adalah suatu perbuatan yang sengaja 
dilakukanuntuk mengelabui atau mengelirukan anggapan, pengertian, 
pengetahuan, ataupendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya 
tidak benar, sehingga oranglain itu menjadi salah atau keliru dalam 
berpendirian. 
Pengertian baik tingkah lakunya (onbesproken gedrag) adalah yang 
bersangkutan menurut kenyataan di lingkungan masyarakat tempat ia 
selaluberinteraksi social, diketahui, atau dikenal sebagai orang yang 
berkelakuan baik dibidang kesusilaan. 
Arti “melakukan perbuatan cabul”, yang berbuat cabul itu adalah 
korbanyang belum dewasa tadi. Pada “membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul”,perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan pasif, pihak yang 
berbuat cabul(aktif) adalah orang lain, maksudnya si pembuat yang 
menggerakan. Akan tetapi, Pihak ketiga pun dapat pula melakukan 
perbuatan cabul menurut pengertian ini. 
Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan pasal 293 ini 
yaitubentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan 
bentuk culpaberupa sepatutnya harus diduga tentang kebelumdewasaan 
orang yangdigerakkannya untuk berbuat cabul tersebut. 
Pasal 294 ayat (1) dan (2) butir ke-2 KUHP 
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Kejahatan ayat 1 mempunyai unsur-unsur berikut 
Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: perbuatan cabul; 
b. Objek: dengan: 
1) Anaknya yang belum dewasa; 
2) Anak tirinya yang belum dewasa; 
3) Anak angkatnya yang belum dewasa; 
4) Anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa; yang 
pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan 
kepadanya; 
5) Pembantunya yang belum dewas; 
6) Bawahannya yang belum dewasa 
Menurut pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara si pembuat 
cabuldengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni: 
1. Hubungan kekeluargaan di mana si pembuat memiliki kewajiban hukum 
untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan 
inidipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan 
kekeluargaan ini,misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, 
anak angkatnya, anaktirinya yang belum dewasa. 
2. Hubungan di luar kekeluargaan, tetapi di dalamnnya tumbuh 
kewajibanhukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada 
hubungan antara si pembuat dengan:anak belum dewasa yang 
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pengawasannya, pendidikannya, pemeliharaannya diserahkan 
kepadanya; dengan pembantunya atau bawahannya yang belum 
dewasa. 
Yang dimaksud anaknya ialah anak kandungnya. Anak tirinya 
adalah anakyang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas 
suaminya dengan suamiatau istrinya yang terdahulu. Anak angkatnya 
adalah anak orang lain yangdiangkat anak (diadopsi) oleh suatu keluarga 
menjadi anak angkat, dipelihara,dibesarkan, dididik, diperlakukan sama 
dengan anak kandung sendiri. 
Anak yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya 
diserahkan padanya ialah anak karena hukum melahirkan adanya 
kewajibanhukum seperti itu, misalnya anak yatim piatu yang karena 
penetapan hakimdiserahkan kepadanya sebagai walinya. Pembantunya 
ialah orang yang bekerjapada rumah tangganya, misalnya untuk yang laki-
laki disebut bujangnya.Sementara itu, yang dimaksud dengan 
bawahannya ialah bawahan dalamhubungan pekerjaan. 
Kejahatan ayat (2) butir ke-2, memiliki unsur-unsur berikut: 
a. seorang pengurus; seorang dokter; seorang guru; seorang pegawai; 
seorangpegawai; seorang pengawas; seorang pesuruh; 
b. dalam penjara; tempat pekerjaan Negara; tempat pendidikan; rumah 
piatu, dirumah sakit; di rumah sakit jiwa; di lembaga social; 
c.  perbuatannya: perbuatan cabul; 
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d. objek: dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. 
Pasal 295 KUHP 
Rumusan pada ayat (1) butir ke-1, memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 
Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: 
1) Menyebabkan perbuatan cabul; 
2) Memudahkan perbuatan cabul; 
b. Objek: 
1) Oleh anaknya yang belum dewasa; 
2) Oleh anak tirinya yang belum dewsa; 
3) Oleh anaknya yang belum dewasa; 
4) Oleh anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa; 
5) Oleh orang yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaanny      
diserahkan kepadanya yang belum dewasa; 
6) Oleh pembantunya yang belum dewasa; 
7) Oleh bawahannya yang belum dewasa; 
c. Dengan orang lain; 
Unsur subjektif: 
d. Dengan sengaja 
“Perbuatan menyebabkan” ialah segala bentuk perbuatan 
yangmenimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anak-anaknyadan 
lain-laindengan orang lain. Dalam perbuatan ini terkandung makna bahwa 
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orang yangberbuat cabul dengan orang lain tersebut, semula tidak 
mempunyai kehendakberbuat cabul. Perbuatan si pembuatlah yang 
menimbulkan akibat dilakukannyaperbuatan cabul. 
“Perbuatan memudahkan perbuatan cabul” adalah perbuatan 
denganbentuk apa pun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan 
cara menolongatau memperlancar dilakukannya perbuatan cabul oleh 
anaknya dan lain-laindengan orang lain. 
Kejahatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini, 
unsurmengenai objek korbannya sama dengan kejahatan kesusilaan 
dalam pasal 294ayat (1). Perbedaannya ialah bahwa si pembuatnya 
menurut pasal 294 adalahorang yang melakukan perbuatan cabul itu 
sendiri, sedangkan anaknya, anaktirinya dan lain-lain adalah objek 
kejahatan atau mereka berkualitas sebagaikorban. Tetapi, menurut pasal 
295 ayat (1) subjek hukum atau si pembuatnyaadalah tidak melakukan 
perbuatan cabul, melainkan melakukan perbuatanmenyebabkan atau 
mempermudah perbuatan cabul, yang melakukan perbuatancabul itu 
adalah orang lain yang in casu anaknya, anak angkatnya dan lain-
laindengan orang lain. 
Rumusan pada ayat (1) butir ke-2 terdapat unsur-unsur berikut. 
Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatan: 
1) Menyebabkan perbuatan cabul; 
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2) Memudahkan perbuatan cabul 
b. Selain yang tersebut dalam butir 1 di atas; 
c. Oleh orang yang belum dewasa; 
Unsur subjektif: 
d. Dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa; yang sepatutnya 
harusdiduga belum dewasa. 
Kejahatan kesusilaan dalam ayat (1) butir ke-2 unsur perbuatan 
materiilnya sama dengan unsur perbuatan materiil kejahatan dalam butir 
ke-1. Perbedaan yang mencolok, ialah orang-orang yang dipermudah 
berbuat cabuladalah orang yang lain dari tujuh kualitas orang tersebut 
dalam butir 1. Perbedaanlainnya dapat dilihat sebagai berikut: 
1. unsur kesalahan pada butir ke-2 ini ada 3 macam, yakni dengan 
sengaja; yangdiketahuinya belum dewasa; dan yang sepatutnya harus 
diduganya belumdewasa. Sedangkan pada butir ke-1 hanya 
kesengajaan saja 
2. si pembuat pada butir ke-1 tidak perlu mengetahui atau sepatutnya 
harusmenduga akan kebeludewasaan anknya, anak angkatnya dan 
lain-lain yangmelakukan perbuatan cabul yang dipermudah olehnya 
tersebut. Tetapi padabutir ke-2 pengetahuan atau sepatutnya harus 






b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 
Kejahatan pada pasal 82, memiliki unsur-unsur berikut 
Unsur objektif 
a. Perbuatan: 
1) Melakukan perbuatan cabul; 
2) Membiarkan dilakukan perbuatan cabul; 
b. Cara-caranya: 
1) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan; 
2) Memaksa; 
3) Melakukan tipu muslihat; 
4) Serangkaian kebohongan; atau 
5) Membujuk anak 
c. Objeknya: anak 
Unsur subjektif: 
e. Dengan sengaja.  
C. Pengertian Anak 
 Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa 
dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, 
dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan 
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generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang 
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan 
dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali 
Indonesia. 
 Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga dikatakan belum 
dewasa, akan penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak :  
a) Pengertian anak menurut Hukum Pidana. 
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, 
tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang 
memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini 
sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. 
b) Pengertian anak menurut Hukum Perdata. 
Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) 
didefenisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin sebelumnya. 
c) Pengertian anak menurut Hukum Islam. 
Dalam hukum Islam batasan anak di bawah umur terdapat 
perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa 
apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini : 
a) Telah berumur 15 (lima belas) tahun; 
b) Telah keluar air mani bagi laki-laki; 
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c) Telah datang haid bagi perempuan; 
Batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-
tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian pula  bagi 
anak perempuan. Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum 
baliq atau belum berakal jika dianggap belum cakap untuk bebuat atau 
bertindak.  
 Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, penulis juga 
menjelaskan beberapa pengertian anak menurut ahli hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai 
anak, sebagai berikut : 
a. Pengertian Anak Menurut Ahli Hukum 
1. Menurut Shanty Dellyana, (1990: 50) yang dimaksud dengan anak 
adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena 
peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa).  
2. Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah 
usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan 
menurut Soejono anak menurut hukum adat adalah mereka yang 
belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa.  
Berdasarkan pengertian anak tersebut diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah 
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mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah 
terpengaruh lingkungan sekitar. 
 
b. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan 
1. Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 
angka 1 yang menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan.” 
2. Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang  
Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 
1  sebagai berikut : ”Anak adalah orang yang dalam perkara Anak 
Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” 
Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas 
bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana 
adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki 
kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi 
anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 
tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan 
mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B 
ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
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3. Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 
angka 2 sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
menikah. 
4. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia.Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak 
adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) 
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 
5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. 
Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai 
umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 
6. Pengertian anak menurut kenvensi tentang hak-hak anak 
(Convention on The Right of The Child) 
 Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan 
pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. 
Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut :  
“Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan 
belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku 
pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan 
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pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang 
menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat 
(tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 
orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang 
bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban 
misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, 
perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan 
dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta 
anggota masyarakat disekitarnya”. 
 
Di antara sekian banyak pengertian anak yang dikemukakan dalam 
tulisan inimaka pengertian anak yang akan digunakan Penulis adalah 
pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak 
adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini 
menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminatif. 
c. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Anak yang termasuk dalam kategori pelaku tindak pidana adalah 
anak yang sedang terlibat sebagai pelaku dalam suatu perkara hukum. 
tidak hanya orang dewasa, seorang anak juga menyimpan potensi 
kemungkinan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana baik yang 
dilakukan secara individu maupun secara kolektif atau bersama-sama 
dengan orang lain. 
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dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak Pasal 1 Ayat (1) terdapat pengertian tentang anak sebagai pelaku 
tindak pidana yaitu : 
“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin”. 
Anak yang telah dikenakan suatu ancaman pidana disebut dengan 
anak nakal. Rumusan anak nakal dalam Undang-Undang tentang 
Pengadilan Anak ialah : 
a. Anak yang melakukan Tindak Pidana 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 
anak baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di 
masyrakat yang bersangkutan  
D. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan 
pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah 
umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum 
untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan 




Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1984: 47), mengatakan 
bahwa: 
“Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, 
adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari 
ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus 
ditegakkan oleh negara”. 
Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 
2010:12), menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau 
ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan; 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan 
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang. 
Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk 
memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Sudarto (M. Taufik Makarao, 2005: 16), menyebutkan bahwa: 
“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan 
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sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya 
(berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya 
menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata.” 
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan 
pidana oleh hakim. 
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan 
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana 
menurut Antonius Sudirman (2009: 107-112), yaitu: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan; 
b. Teori relatif atau teori tujuan, dan 
c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien). 
Selanjutnya penulis akan menguraikan satu persatu mengenai teori 
pemidanaan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan; 
Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan 
pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. 
Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hegel. Mereka 
menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu 
kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. 
Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua 
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perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima 
pembalasan. 
Menurut Sthal (Adami Chazawi, 2002: 155), mengemukakan bahwa: 
“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan 
yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau 
wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan 
melaksankan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap 
hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap 
pelanggarannya”. 
b. Teori relatif atau teori tujuan 
Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak 
harus diikuti dengan suatu pidana atau hukuman. Penganjur teori ini 
antara lain Paul Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini 
berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut itu, 
tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif 
ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud 
mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali. 
c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien) 
Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 12), 
beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk 
memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi 




Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan 
relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan 
penderitaan jasmani juga psikologis, yang terpenting adalah memberikan 
pembinaan dam pendidikan. 
Namun demikian, satu hal yang senantiasa harus dingat adalah 
bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. 
Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran 
HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti 
melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih 
baik, yaitu memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan 
masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur 
yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian sifat 
pelanggaran HAM-nya menjadi hilang. 
Menurut Erdianto Effendi (2011: 141), tujuan pemidanaan 
mempunyai tujuan ganda, yaitu: 
a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan 
meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan 
yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik 
yang ada dapat selesai, dan 
b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan 
bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk 
merendahkan martabat manusia. 
 
3. Jenis-Jenis Pidana 
Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi 
dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk satu kejahatan atau 
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pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam 
beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dapat pula 
ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan. 
 
a. Pidana pokok 
Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumusankan dalam Pasal 
10 KUHP adalah sebagai berikut: 
1) Pidana mati 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2009: 175), tujuan hukuman mati 
selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman hukuman 
mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan 
mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada 
zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum. 
Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam 
Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan 
Umum dan Militer. 
Dalam pasal 1 penetapan presiden No. 2 Tahun 1964 ini secara 
tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh 
pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, 
dilakukan dengan ditembak sampai mati.  
2) Pidana penjara 
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Menurut P.A.F. Lamintang (Amir Ilyas, 2012: 110), menyatakan 
bahwa: 
“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah 
lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu 
menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam 
lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu 
tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan 
tersebut”. 
 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 
otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut 
terbatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan 
pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain. 
3) Pidana kurungan 
Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik 
yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. 
Menurut Niniek Suparni (2007: 23), bahwa pidana kurungan adalah 
sebagai berikut: 
“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman 
perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan 
hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya 
sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan 
kemerdekaan seseorang”. 
 
4) Pidana denda 
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi 
pidana denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang 
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tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana. 
Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku 
delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap 
terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela 
dibayar oleh orang atas nama terpidana. 
Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah 
diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika 
pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 
ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda. 
b. Pidana tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri 
kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. 
Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi 
tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris 
yang mengikut pada pidana pokok. 
Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan adalah sebagai 
berikut: 
1). Pencabutan hak-hak tertentu 
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat 
dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah: 
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1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tertentu; 
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata; 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri; 
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 
 
2) Perampasan barang tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan 
hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang 
diperoleh dengan kejahatn dan barang yang dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan. Tidak diperkenankan merampas semua barang 
milik si terhukum. 
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat 
dalam Pasal 39 KUHP yaitu: 
“Ayat(1)yaitu Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh 
dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas. 
Ayat (2) yaitu Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak 
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga 
dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah 
ditentukan dalam undang-undang. 
Ayat (3)yaitu Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang 
bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas 
barang-barang yang telah disita”. 
 
3) Pengumuman putusan hakim 
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Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang 
mengatur bahwa:  
Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 
lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara 
melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. 
 
Pidana tambahan pengumuman hakim ini dimaksudkan terutama 
untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau 
kesemberonoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat 
dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal 
tindak pidana tertentu, misalnya Pasal-pasal 128, 206, 361, 377, 395, dan 
Pasal 405 KUHP. 
E. Pertimbangan Hakim 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
memendang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi 
asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. 
a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana terhadap si 
pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua yaitu, dasar 
pemberatanpidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus. Berikut 
akan Penulis akan uraikan satu persatu. 
1) Dasar pemberatan pidana umum 
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Mengenai dasar pemberatan pidana umum ada beberapa hal, yaitu 
pemberatan pidana karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP, 
menggunakan sarana bendera kebangsaan diatur dalam Pasal 52 ayat (1) 
KUHP, dan recidive (pengulangan tindak pidana). 
Berikut Penulis akan menguraikan satu persatu mengenai hal-hal 
yang menjadi tentang dasar pemberatan pidana umum, yaitu sebagai 
berikut: 
a) Dasar pemberatan pidana karena jabatan 
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut: 
Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana  suatu 
kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan 
tindak pidana memakai kekuasaan, atau sarana yang diberikan 
kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga. 
b) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan 
Jenis pemberatan ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut: 
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut 
dapat ditambah sepertiga. 
c) Recidive (pengulangan tindak pidana) 
Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatur sebagai 
berikut:Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak 
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pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangan. Pengulangan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana 
tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487,dan Pasal 488 
KUHP. Kedua, diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, Pasal 487, 
dan Pasal 488 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus 
tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), 
Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 501 ayat (2) KUHP. 
Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, pemberatan 
pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimun pidana 
penjara yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan 
pada recidive yang ditentukan lain di luar kelompok tindak pidana yang 
termasuk dan disebut dalam ke 3 (tiga) pasal ini adalah juga yang 
diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimun, 
tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan sepertiga”, 
melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja. 
d) Dasar pemberatan pidana karena perbarengan (concursus) 
Ada 3 (tiga) bentuk concursus yang dikenal dalam hukum pidana, 
yaitu concursus idealis, concursus realis,dan Delictum 
Continuatum/Voortgezettehandeling. Ketiga bentuk concursus itu adalah 
sebagai berikut: 
(1) Concursus idealis(perbarengan peraturan) 
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Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih 
dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu 
perbuatan, yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan 
hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus 
idealis adalah sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang 
terberat. Dalam KUHP Bab II Pasal 63 tentang perbarengan disebutkan: 
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan 
pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara 
aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang 
memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 
(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana 
yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, 
maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. 
 
(2) Concursus realis(perbarengan perbuatan) 
Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi 
apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing 
perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Concursus realis 
ini diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Sistem 
pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam, yaitu:  
- Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan  pidana pokok 
sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan 
bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari 
maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan 
sistem absorbsi yang dipertajam. 
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- Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan  pidana pokok 
yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk 
tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh 
melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem 
ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak. 
- Apabila berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem 
kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun 
jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 
bulan kurungan. 
- Apabila berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 
ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 
(penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 
373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan 
Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi 
dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan. 
(3) Delictum Continuatum /Voortgezettehandeling (perbuatan berlanjut) 
Perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) KUHP. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan 
beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-
perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), 
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kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga 
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah: 
(a) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan; 
(b) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya; 
dan 
(c) Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu 
lama. 
Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan 
sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan 
bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana 
pokok yang terberat. Pasal 64 ayat (2) KUHP merupakan ketentuan 
khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan 
Pasal 64 ayat (3) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal 
kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian 
ringan), Pasal373 (penggelapan ringan), dan Pasal 407 ayat (1) 
(pengrusakan barang ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. 
2) Dasar pemberatan pidana khusus 
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana 
khusus ini adalah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas 
ancaman maksimun pada tindak pidana yang bersangkutan. Disebut 
dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak 
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pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan, dan tidak berlaku 
pada tindak pidana lain. 
Mencantumkan atau meletakkan unsur pemberat khusus dari 
bentuk pokok suatu jenis tindak pidana, dilakukan denga beberapa cara. 
Misalnya, dengan mencantumkan dalam satu pasal dari rumusan bentuk 
pokoknya, tetapi pada ayat yang berbeda. Contohnya, penganiayaan 
pada Pasal 351 KUHP, bentuk pokoknya dirumuskan pada ayat (1), unsur 
pemberatnya mengenai akibat luka berat dan kematian yang dirumuskan 
pada ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Kemudian ada juga dengan 
mencantumkan pada pasal diluar pasal atau yang lain dari rumusan 
bentuk pokoknya. Contohnya, penggelapan yang dilakukan oleh orang 
yang menguasai benda karena hubungan kerja pencarian atau karena 
mendapat upah khusus untuk itu Pasal 374 KUHP.Ada juga dengan cara 
menyebutkan dasar pemberatan itu dalam pasal lain diluar pasal 
mengenai jenis tindak pidana yang sama. Misalnya pada dasar 
pemberatan pidana kejahatan pemerasan menurut pasal 368 KUHP 
masuk dalam Bab XXIII dengan menunjuk berlakunya dasar pemberat 
pada Pasal 365 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 368 ayat (2) dalam Bab XXIII 
KUHP. 
b. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana 
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Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si 
pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua yaitu: 
1) Dasar diperingannya pidana umum, dan 
2) Dasar diperingannya pidana khusus. 
a) Dasar diperingannya pidana umum 
Mengenai dasar diperingannya pidana umum ada beberapa hal 
yaitu berdasarkan KUHP, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1997, perihal percobaan, dan pembantuan kejahatan.Penulis akan uraikan 
satu persatu hal-hal yang menjadi perihal diperingannya pidana umum, 
yaitu sebagai berikut: 
(a) Berdasarkan KUHP 
Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang 
menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pidana. Tentang hal-
hal yang meringankan pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 
47 KUHP. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 
1997 Tentang Peradilan Anak maka ketiga pasal tersebut tidak berlaku 
lagi. 
(b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Peradilan Anak 
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan 
Anak, dasar peringanan pidana umum adalah sebab pembuatnya anak 
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(disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 
18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak yang 
belum berusia 8 (delapan) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat 
diajukan ke pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan. 
(c) Perihal percobaan dan pembantuan kejahatan 
Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan 
Pasal 57 ayat (1) KUHP. Pidana maksimun terhadap si pembuatnya 
dikurangi sepertiga dari ancaman maksimun pada kejahatan yang 
bersangkutan. Hal ini disebabkan karena percobaan dan pembantuan 
adalah suatu ketentuan/aturan umum (yang dibentuk oleh pembentuk 
undang-undang) mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang 
gagal dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang 
artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu (pelaku 
pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya 
mengambil sebagian syarat suatu tindak pidana tertentu. 
b) Dasar diperingannya pidana khusus 
Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana 
yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam 
tindak pidana. Dasar peringanan pidana yang bersifat khusus diatur dalam 
Pasal 308, Pasal 341, dan Pasal 342 KUHP. 
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2. Pertimbangan Sosiologis 
Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan 
pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi 
dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Rancangan 
KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam 
pemidanaan, hakim mempertimbangkan: 
1. Kesalahan terdakwa; 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
3. Cara melakukan tindak pidana; 
4. Sikap batin membuat tindak pidana; 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; 
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; 
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku; 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap 
korban atau keluarga. 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-
asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu 







A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
rangka penyusunan proposal ini, maka penelitian akan dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Kota Maros, Kepolisian Resort Kota Maros, dan Lapas 
B Kota Maros, Dipilih tempat-tempat tersebut karena penulis merasa 
bahwa perkara yang diteliti oleh penulis adalah perkara yang terjadi di 
Kota Maros dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Maros. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan antara lain:  
1) Data Primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara atau 
interview dengan pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan 
terhadap anak yang ada di Kota Maros. 
2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian ke 
perpustakaan dengan membaca buku, karya ilmiah, peraturan 
perundang-undangan, internet, dokumen-dokumen, termaksuk pula 
data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Kota Maros serta 
bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 
dalam penelitian ini. 
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2. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penulisan ini, yaitu:  
1) Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data 
lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para 
penegak hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat turut 
diresahkan akibat terjadinya tindak pidana ini. 
2) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library research), yaitu sumber 
data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan 
sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan proposal ini, digunakan metode pengumpulan data 
untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui metode penelitian 
kepustakaan (Library Research) dan metode penelitian lapangan (field 
research). 
1) Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang 
berhubungan dengan kasus dalam penelitian ini. 
2) Metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mengadakan observasi langsung ke lapangan 
untuk mengumpulkan data-data serta informasi yang diperlukan 
dalam penelitian ini. 
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D. Analisa Data 
Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian 
dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum PidanaTerhadap Pelaku Tindak Pidana 
Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 
06/Pid.Sus/2013/PN.MRS. 
 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan 
membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan 
yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum Penulis 
menguraikan mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak 
pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 
06/Pid.Sus/2013/PN.MRS, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi 
kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 
dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
Kasus pencabulan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 11 
Desember 2012sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kampung 
Massulangka Dusun Kassi-Kassi Desa Toddopulia Kecamatan Tanralili 
Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan 
terdakwa Muhammadong Bin Dg. Sulure alias Madong dan korbannya 
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adalahFeby Zahra Puspita Sari, perbuatan terdakwa dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
Karena merasa lelah setelah menangkap ikan, sehingga terdakwa 
merasa ngantuk dan ingin tidur di dalam kamar tidur milik saksi Suryani 
yang merupakan ibu kandung korban, sedangkan di dalam kamar tidur 
tersebut ada saksi korban Feby Zahra sedang tetidur pulas dalam 
keadaan terlentang dengan paha terbuka dan celana dalam kelihatan, 
sehingga menimbulkan keinginan dan hasrat untuk melakukan perbuatan 
layaknya suami isteri dengan korban. Kemudian terdakwa mendekati 
saksi korban lalu membuka celana dalam saksi korbanyang saat itu saksi 
korbanmasih tetap tidur, lalu terdakwa membuka celana pendek jeans dan 
celana dalam yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat 
kelaminya yang dalam keadaan tegang lalu mengoles-oleskan ke 
kemaluan saksi korban yang hanya beberapa menit saja, setelah itu 
tindakan terdakwa selanjutnya dengan menggunakan jari telunjuk seblah 
kiri lalu memasukkan jari tersebut ke bagian luar vagina dan tidak sampai 
masuk ke dalam selaput darah atau hymen korban, yang mengakibatkan 
korban kaget dan bangun, karena merasa ketakutan terdakwa menutup 
mulut saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga saksi 
korban kesulitan berteriak dan terdakwa mengancam saksi korban akan di 
bunuh. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memasang 
kembali celana dalamnya dan celana pendek jeansnya, lalu terdakwa 
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memasangkan kembali celana dalam saksi korban kemudian korban 
keluar dari kamar dan bergabung dengan orang tua korban yang sedang 
makan. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan 
perkara dalam sidang di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum harus 
bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi 
kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat 
dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. 
Jaksa Penuntut Umum juga harus mampu merumuskan unsur-unsur 
tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam arti rumusan 
unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk 
uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain 
uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan  dalam pasal yang didakwakan 
harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan 
dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak 
pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (pleger), pelaku peserta 




Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang 
selanjutnya disebut KUHAP, tidak pernah diatur berkenaan dengan bentuk 
dan susunan dari surat dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum,masing-
masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya 
dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman 
prakteknya masing-masing, namun demikian tetap berdasarkan pada 
persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. 
Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan 
yaitu: 
a. Surat dakwaan tunggal 
Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya 
didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana Penuntut 
Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan tersebut. Misalnya Penuntut Umum merasa yakin apabila 
terdakwa telah melakukan perbuatan “penganiayaan biasa” sebagaimana 
diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terdakwa hanya didakwa 
dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
b. Surat dakwaan subsider 
Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsider didalamnya 
dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik 
62 
 
yang paling berat ancaman pidannya sampai dengan yang paling ringan. 
Akan tetapi, sesungguhnya dakwaan terhadap terdakwa yang harus 
dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan. Dalam hal 
ini pembuat dakwaan bermaksud agar terdakwa tidak lepas dari jeratan 
hukum. 
c. Surat dakwaan alternatif 
Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip 
dengan  bentuk surat dakwaan subsider, yaitu yang didakwakan adalah 
beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus 
dibuktikan hanya satu tindak pidana.Jadi terserah kepada Majelis Hakim 
tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan 
tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Sering 
terjadi penuntut umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit 
menentukan salah satu pasal diantara 2-3 pasal yang saling berkaitan 
unsurnya, karena unsur tindak pidana tersebut menimbulkan keraguan 
bagi penuntut umum untuk menentukan diantara 2 pasal atau lebih atas 
satu tindak pidana. 
d. Surat dakwaan kumulatif 
Dalam surat dakwaan kumulatifdidakwakan secara serempak 
beberapa delik/ dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri. 
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e. Surat dakwaan kombinasi 
Dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa delik 
secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider dan dakwaan 
alternatif secara serempak/sekaligus. 
Dalam perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.MRS ini,Jaksa 
Penuntut Umum menggunakan dakwaan Subsider. Dakwaan subsider itu 
terdiri dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair. 
DakwaanPrimair melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak dan Subsidair melanggar Pasal 82 
UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum dalam perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.MRS akan 
Penulis uraikan sebagai berikut: 
a. Dakwaan Primair 
Bahwa terdakwa Muhammadong Bin Dg Sulure alias Madong pada 
hari selasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 
2012, bertempat di kampung Massulangka Dusun Kassi-Kassi Desa 
Toddopulia Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Maros, dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Feby Zahra Puspita Sari 
(korban) yang masih berusia 8 (delapan) tahun melakukan persetubuhan 
denganya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
Karena merasa lelah setelah menangkap ikan, maka tertidur di 
dalam kamar tidur milik Saksi Suryani, sedangkan dalamkamar tidur 
tersebut ada saksi Feby Zahra PuspitaSari (korban) sedang tidur dalam 
keadaan terlentang dengan paha terbuka dan celana dalam kelihatan, 
sehingga terdakwa mendekati saksi korban lalu membuka celana dalam 
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yang dipakai saksi korban menggunakan tangan kirinya, kemudian 
terdakwa juga membuka celana pendek jeans dan celana dalam yang 
dipakainya, sedangkan tangan kanan terdakwa menutupmulut saksi 
korban sehingga tidak dapat berteriak dan terdakwa mengancam saksi 
korban akan dibunuh. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat 
kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang lalu mengoles-oleskan 
dan memasukkan ujung alat kelaminya (penis) kemulut alat kelamin 
(vagina) milik saksi korban sambil menggoyang-goyangkan, setelah itu 
terdakwa memasang kembali celana dalamnya dan celana pendek 
jeansnya lalu terdakwa memasangkan kembali celana dalam saksi korban 
kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur milik saksi Suryani dan menuju 
keteras rumah untuk makan malam. 
Akibat perbuatan terdakwa, saksi Feby Zahra Puspita Sari Binti Asri 
(korban) mengalami trauma psikis dan merasa malu pada teman-teman 
dan keluarganya serta merasa sakit pada alat kelaminnya (vagina) dan 
terdapat luka lecet diduga akibat kekerasan seksual yang dibenarkan oleh 
Visum et Repertum dari Puskesmas Tanralili Kabupaten Maros, Nomor 
L0239/0239/U/PKM-TRL/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat 
dan ditanda tangani oleh dr.Hj.Andi Fitriana Kepala UPTD Puskesmas 
Tanralili yang telah memeriksa seseorang perempuan bernama Feby 
Sahra menyempulkan sebagai berikut: 
“ditemukan adanya luka lecet pada organ seksual (vagina) diduga 
akibat kekerasan seksual”. 
Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana 
Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak. 
b. Subsidair 
Bahwa terdakwa Muhammadong Bin Dg Sulure alias Madong pada 
hari selasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 
2012, bertempat di kampung Massulangka Dusun Kassi-Kassi Desa 
Toddopulia Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Maros, dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Feby Zahra Puspita Sari 
(korban) yang masih berusia 8 (delapan) tahun melakukan perbuatan 
cabul yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
Karena merasa lelah setelah menangkap ikan, maka tertidur di 
dalam kamar tidur milik Saksi Suryani, sedangkan dalamkamar tidur 
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tersebut ada saksi Feby Zahra PuspitaSari (korban) sedang tidur dalam 
keadaan terlentang dengan paha terbuka dan celana dalam kelihatan, 
sehingga terdakwa mendekati saksi korban lalu membuka celana dalam 
yang dipakai saksi korban menggunakan tangan kirinya, kemudian 
terdakwa juga membuka celana pendek jeans dan celana dalam yang 
dipakainya, sedangkan tangan kanan terdakwa menutup mulut saksi 
korban sehingga tidak dapat berteriak dan terdakwa mengancam saksi 
korban akan dibunuh. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat 
kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang lalu mengoles-oleskan 
dan memasukkan ujung alat kelaminya (penis) kemulut alat kelamin 
(vagina) milik saksi korban sambil menggoyang-goyangkan, setelah itu 
terdakwa memasang kembali celana dalamnya dan celana pendek 
jeansnya lalu terdakwa memasangkan kembali celana dalam saksi korban 
kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur milik saksi Suryani dan menuju 
keteras rumah untuk makan malam. 
Akibat perbuatan terdakwa, saksi Feby Zahra Puspita Sari Binti Asri 
(korban) mengalami trauma psikis dan merasa malu pada teman-teman 
dan keluarganya serta merasa sakit pada alat kelaminnya (vagina) dan 
terdapat luka lecet diduga akibat kekerasan seksual yang dibenarkan oleh 
Visum et Repertum dari Puskesmas Tanralili Kabupaten Maros, Nomor 
L0239/0239/U/PKM-TRL/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat 
dan ditanda tangani oleh dr.Hj.Andi Fitriana Kepala UPTD Puskesmas 
Tanralili yang telah memeriksa seseorang perempuan bernama Feby 
Sahra menyempulkan sebagai berikut: 
“ditemukan adanya luka lecet pada organ seksual (vagina) diduga 
akibat kekerasan seksual”. 
Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana 
Pasal 82 UU RI Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak. 
3. TuntutanPenuntut Umum 
Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut 
Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. 
Adapun tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada 
hari kamis tanggal 14 Februari 2013 yang pada pokonya mohon supaya 
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Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili 
ini memutuskan: 
a. Menyatakan Terdakwa Muhammadong Bin Sulere alias Madong 
tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 
2002tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Primair ; 
b. Menyatakan Terdakwa Muhammadong Bin Sulere alias Madong 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak’’ sebagaimana 
diatur dalam pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dalan surat dakwaan Subsidair; 
c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammadong Bin 
Sulere alias Madong dengan pidana penjarab selama 7 (tujuh) 
tahun dikurangkan seluruhnya dengan tahanan sementara yang 
telah dijalankan terdakwa dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- 
(enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; 
d. Menyatakan barang bukti berupa: 
1) 1 (satu) lembar baju kaos anak-anak warna putih dan merah 
motif strawberry merek Rancak Bana; 
2) 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna pink, 
sebagaimana terlampir, dikembalikanSuryani kepada saksi 
(ibu saksi korban); 
e. Menetapkan supaya tepidana dibebanimembayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan Hakim 
Dalam perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.MRS Majelis Hakim 
memutuskan: 
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa Muhammadong Bin Sulere alias 
Madong tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut; 
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair 
tersebut; 
3. Menyatakan Terdakwa Muhammadong Bin Sulere alias 
Madong telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 
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melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak’’ 
sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dalan surat dakwaan Subsidair; 
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 
5(lima) tahun; 
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila 
Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti 
dengan kurungan selam 2 (dua) bulan; 
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berda dalam tahanan;-- 
7. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar baju kaos anak-anak warna putih dan merah 
motif strawberry merek Rancak Bana; 
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna pink, 
sebagaimana terlampir, dikembalikanSuryani kepada saksi 
(ibu saksi korban); 
8. Menetapkan supaya tepidana dibebanimembayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
5. Analisis Penulis 
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ketua Mjelis Hakim 
dalam perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.MRS, yaitu Wari Juniati, S.H., 
M.H. menyatakan bahwa: 
Penerapan pasal terhadap tindak pidana pencabulan anak ini 
menggunakan UU Perlindungana Anak Nomor 23 tahun 2002 dan 
UU Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997. Penerapan pasal 
menggunakan UU Perlindungana Anak Nomor 23 tahun 2002 dan 
UU Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997 tersebut  dikarnakan 
pelaku dan korban yang masih dibawah umur. Dalam kasus ini 
korban mengalami trauma psikis dan merasa malu pada teman-
teman dan keluarganya serta merasa sakit pada alat kelaminya dan 
terdapat luka lecet dan berdasarkan hasil visum, luka lecet tersebut 
dinyatakan sebagai akibat kekerasan saksual, maka pelaku 
didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan Primair, Pasal 82 
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai 
dakwaan Subsidair.Karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini 
berbentuk subsider, maka hakim mempertimbangkan dakwaan 
Primairnya terlebih dahulu. Setelah selesai mempertimbangkan 
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dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-
fakta di persidangan beserta alat bukti yang sah yaitu keterangan 
saksi-saksi, surat hasil visum, dan keterangan terdakwa ternyata 
unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim 
menpertimbangkan dakwaan Subsidair. Setelah selesai 
mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang 
dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan beserta alat bukti 
yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, surat hasil visum, dan 
keterangan terdakwa ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi 
seluruh unsur-unsur dakwaan Subsidair. Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya yaitu melanggar Pasal 82 Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hakim dalam 
memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa 
yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat 
dijatuhi hukuman karena telah terbukti  melakukan tindak pidana seperti 
apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat 
dakwaannya. Selanjutnya, untuk membuktikantepat atau tidaknya 
penerapan pasalyang dilakukan oleh Mejelis Hakim yang didakwakan 
Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana 
pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam 
Pasal 82 Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Upaya pembuktian seperti dalam studi kasus di atas didasarkan 
pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang menjelaskan bahwa hakim tidak 
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
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bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya. 
Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah 
sebagai berikut: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa. 
Berdasarkan hasil wawancara Penulis, fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan dan sesuai dengan posisi kasus, alat bukti yang sah seperti 
surat hasil Visum et Repertum sebagaimana diuraikan diatas,makabila 
satu dengan yang lainnya saling dihubungkan, ditemukan fakta-fakta yang 
menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian putusan ataupun 
kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan 
terhadap anak dibawah umur yang didakwakan kepada terdakwa 
Muhmmadong Bin Dg Sulere alias Madong yaitu melanggar Pasal 82 UU 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut analisa 
Penulis sudah tepat. 
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B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan dalam Perkara 
Tindak Pidana  Pencabulan Terhadap Anak  dalam Putusan Nomor 
06/Pid.Sus/2013/PN.MRS. 
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam 
membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses 
pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil 
keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan 
yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku 
tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu 
sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk 
menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 
kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan 
disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan 
penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan 
hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan 
dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang 
dilakukan terdakwa. 
Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang 
digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara harus sesuai 
dengan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal-pasal yang 
berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Berikut pertimbangan-
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pertimbangan yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 
06/Pid.Sus/2013/PN.MRS: 
1. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim 
Pertimbanganfakta dan pertimbangan hukum hakim didasarkan 
padadakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat 
subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan 
mengadili perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.MRS ini, setelah 
mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti 
surat, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling 
bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum 
sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut: 
- Bahwa benar kejadian terjadi pada tanggal 11 Desember 2012 
ssekitar pukul 21.00 wita di dalam kamar pr.Suryani ibu 
kandung korban yang terletak di Kampung Massulangka Dsn 
Kassi-Kassi Ds. Toddopulia Kecamatan TanraliliKabupaten 
Maros; 
- Bahwa benar yang melakukanpebuatan tersebut adalah 
terdakwa sendiri dengan cara terdakwa membuka celana jeans 
dan membuka celana dalam korban kemudian menggosok-
gosokkan kemaluan terdakwa yang sudah berdiri sedikit di luar 
kemaluan korban; 
- Bahwa benar setelah itu, terdakwa memakai jari telunjuk kirinya 
lalu menggosok-gosokkan jari tersebut di luar vagina korban; 
- Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami 
luka di luar vagina akan tetapi tidak terdapat selaput darah 
darah atau hymen yang robek ; 
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- Bahwa benar menurut keterangan saksi ahli, korban hinggah 
saat ini masih utuh keperawanannya karena belum pecah hal ini 
sesuai dengan visum; 
- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, 
korban mengalami rasa nyeri pada kemaluannya; 
- Bahwa benar korban masih dikategorikan anak dibawah umur, 
begitupun sebaliknyab juga dengan terdakwa. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, Majelis 
Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti 
bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang  
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat 
dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. 
Dalam perkara ini dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk 
Subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 81  dan Dakwaan 
Subsidair Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. Oleh karena surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersusun secara 
Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih 
dahulu dakwaan Primair, dan telah ternyata apabila dakwaan Primair tidak 
terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair.  
Adapun unsur-unsur pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak  yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
a. Unsur Setiap Orang; 
b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 




Berikut adalah uraian dari unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) UU RI 
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dihubungkan 
dengan perkara ini. 
a. Unsur Setiap Orang 
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang 
dimaksud dengan “SetiapOrang” adalah subyek hukum atau siapa saja 
yang mampu bertanggungjawab, artinya dapat menpertanggung jawabkan 
perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap 
sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa Muhammadong Bin Dg 
Sulere alias Madong dipersidangan, ternyata identitas terdakwa yang 
tercantum dalam surat dakwaan perkara ini dibenarkan oleh terdakwa dan 
ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga 
dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang 
dilakukannya. Maka berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian 
unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi. 
b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa anak melakukan persetubuhan, dengannya atau dengan 
orang lain. 
”Dengan sengaja” menpunyai arti dalam melakukan perbuatan 
adanya niata, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk 
74 
 
melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi 
serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh 
keyakinan. 
Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku 
yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang 
lain, dan dengan keadaran dan pengetahuan yang demikian si  pelaku 
kemudian tidak berusaha mencegah perbuatanya atau mengurungkan 
niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya. Maka 
yang menjadi pertanyaan dalam perkara ini adalah, apakah Terdakwa 
telah “Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain”; 
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan para 
saksi, alat bukti surat yang dihubungan dengan keterangan terdakwa 
sendiri menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan 
terhadap korban Feby Sahara Puspita Sari Bin Asri M alias Feby yang 
ketika itu  masih berumur 8 Tahun dengan cara ketika itu terdakwa melihat 
korban Feby Zahra sedang tetidur pulas dalam keadaan terlentang 
dengan paha terbuka dan celana dalam kelihatan, sehingga menimbulkan 
keinginan dan hasrat untuk melakukan perbuatan layaknya suami isteri 
dengan korban.  Kemudian terdakwa mendekati korban lalu membuka 
celana dalam saksi korban yang saat itu saksi korban masih tetap tidur, 
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lalu terdakwa membuka celana pendek jeans dan celana dalam yang 
dipakainya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminya yang 
dalam keadaan tegang lalu mengoles-oleskan ke kemaluan saksi korban 
yang hanya beberapa menit saja, setelah itu tindakan terdakwa 
selanjutnya dengan menggunakan jari telunjuk seblah kiri lalu 
memasukkan jari tersebut ke bagian luar vagina dan tidak sampai masuk 
ke dalam selaput darah atau hymen korban, hal ini dikuatkan dengan bukti 
surat visum et repertum dan keterangan saksi ahli yang memeriksa 
korban ketika itu bernama Hj. Salma yang menerangkan bahwa selaput 
darah masih utuh tidak terjadi ada robekan pada kemaluan korban hanya 
terdapat luka lecet bukan dalam vagina, sehingga Majelis Hakim 
berpendapat unsur ke-dua dari dakwaan primair yaitu “Dengan Sengaja 
melakukan kekerasan orang lain” tidaklah dapat dibuktikan 
Oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim 
mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 82 UU RI Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur Pasal 82 yaitu 
sebagai berikut: 
c. Unsur Setiap Orang; 
d. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 




Berikut adalah uraian dari unsur-unsur Pasal 82 Nomor 23 tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak yang dihubungkan dengan perkara ini. 
c. Unsur Setiap Orang 
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang 
dimaksud dengan “SetiapOrang” adalah subyek hukum atau siapa saja 
yang mampu bertanggungjawab, artinya dapat menpertanggung jawabkan 
perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap 
sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa Muhammadong Bin Dg 
Sulere alias Madong dipersidangan, ternyata identitas terdakwa yang 
tercantum dalam surat dakwaan perkara ini dibenarkan oleh terdakwa dan 
ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga 
dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang 
dilakukannya. Maka berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian 
unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi. 
d. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarakan dilakukan 
perbuatan cabul 
Mengenai uraian unsur kedua ini adalah termasuk unsur 
alternative, maka hanya salah satu unsur saja yang diuraikan, apabila 
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salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka uraian unsur selanjutnya 
dalam uraian ini tidak perlu dibuktikan lagi. 
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan para 
saksi, alat bukti surat yang dihubungan dengan keterangan terdakwa 
sendiri menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan 
terhadap korban Feby Sahara Puspita Sari Bin Asri M alias Feby yang 
ketika itu  masih berumur 8 Tahun dengan cara ketika itu terdakwa melihat 
korban Feby Zahra sedang tetidur pulas dalam keadaan terlentang 
dengan paha terbuka dan celana dalam kelihatan, sehingga menimbulkan 
keinginan dan hasrat untuk melakukan perbuatan layaknya suami isteri 
dengan korban.  Kemudian terdakwa mendekati korban lalu membuka 
celana dalam saksi korban yang saat itu saksi korban masih tetap tidur, 
lalu terdakwa membuka celana pendek jeans dan celana dalam yang 
dipakainya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminya yang 
dalam keadaan tegang lalu mengoles-oleskan ke kemaluan saksi korban 
yang hanya beberapa menit saja, setelah itu tindakan terdakwa 
selanjutnya dengan menggunakan jari telunjuk seblah kiri lalu 
memasukkan jari tersebut ke bagian luar vagina dan tidak sampai masuk 
ke dalam selaput darah atau hymen korban, yang mengakibatkan korban 
kaget dan bangun, karena merasa ketakutan terdakwa menutup mulut 
saksi korban dengan menggunakan tangannya.  
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Menurut keterangan saksi ahli Hj. Salma yang berdasarkan 
kesimpulan visum et repertum yang ditanda tangani oleh dr.Hj. Andi 
Fitriani ditemukan luka lecet pada organ seksual diduka akibat kekerasan 
seksual. 
Berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa 
perbuatan yang dilakukan terdakwa  merupakan tindakan kekerasan 
seksual yang mengakibatkan kemaluan korban terasa nyeri, sehingga 
dengan demikian unsur ”Melakukan atau membiarkanperbuatan cabul” 
disini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum. 
Dari pembuktian unsur-unsur Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak di atas kemudian dikaitkan dengan alat 
bukti yang diajukan kepersidangan maka disimpulkan bahwa putusan 
hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu 
melanggar Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak menurut analisa Penulis sudah tepat. 
Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa 
Muhammadong Bin Dg Sulere Alias Madong adalah orang yang memiliki 
kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak 
ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun 
alasan pembenar pada diri pelaku, sehingga terdakwa tetap dinyatakan 
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bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya, maka terdakwa harus 
dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan 
berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah 
dijatuhi pidana. 
Mengenai alasan pengurangan pidana, Wari Juniati, S.H. 
menyatakan bahwa: 
Pada perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan 
terdakwa yang masih anak-anak dan berstatus pekerjaan sebagai 
buruh bangunan, dan terdakwa juga mengakui seluh perbuatannya 
di persidangan. Disamping itu Majelis Hakim berpedoman pada UU 
Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 yaitu dikurangi ½ (satu per 
dua) dari maksimun ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 
Selain Majelis Hakim Juga  mempertimbangkan masa penahanan 
yang telah dijalani oleh terdakwa, karena sebelumnya terdakwa 
ditahan mulai dari proses penyidikan, kemudian oleh penuntut 
umum, hakim, dan terakhir oleh Ketua Pengadilan, maka 
beradasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan untuk 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sehingga 
pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim yaitu 5 (lima) tahun 
harus dikurangkan seluruhnya  dengan masa penahanan yang 
telah dijalani terdakwa. 
2. Pertimbangan Subyektif Hakim 
Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakankan, bahwa hakim dan hakim 
konstitusi wajib menggali, mengikuti,dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus 
suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek 
yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek 
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sosiologisnya. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan rasa  
keadilandari sisi pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat. 
Dengan demikian, diharapakan tercipta putusan yang mendekati rasa 
keadilan bagi semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai respek dan 
kepercayaan yang tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai lembaga 
peradilan yang mampu mengakomodir para pencari keadilan. 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan subyektif hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.MRS 
adalah: 
a. Hal-hal yang memberatkan 
- Perbuatan Terdakwa telah menpermalukan harkat dan martabat 
keluarga korban. 
b. Hal-hal yang meringankan 
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 
- Terdakwa belum pernah dihukum 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji 
tidak akan mengulanginya lagi; 
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat menperbaiki 
dirinya pada masa depan; 
- Terdakwa menyesal atas perbuatanya 
Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas 
kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Muhmmadong Bin 
Dg Sulure Alias Madong dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 




3. Analisis Penulis 
Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat 
negara yang diberi kewenangan untuk itu berupa putusan penjatuhan 
pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan 
meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi 
pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari 
dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, 
barang bukti, dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun pertimbangan non 
yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat 
perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. 
Berkaitan dengan perkara yang Penulis bahas, maka Penulis 
melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara 
ini, yaitu Wari Juniati, S.H.,MH. beliau memberikan gambaran secara 
umum terhadap perkara yang Penulis angkat dan menyatakan bahwa: 
Dalam menangani perkara, hakim mempertimbangkan beberapa 
hal seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, tuntutan 
jaksa, keyakinan hakim dan sebagainya. Semua itu merupakan hal 
yang harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam 
menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh 
suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. 
Menurut Penulis, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan 
dalam perkara dengan Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.MRS, dalam 
pertimbannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, terutama 
pada pertimbangan sosiologisnya. Seperti, bahwa korban mengalami 
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trauma pisikis dan korban masih sangat muda yaitu 8 tahun yang menurut 
hemat Penulis harusnya ikut menjadi pertimbangan yang memberatkan 
terdakwa. Namun secara keseluruhan pertimbangan majelis hakim sudah 
bagus. Hal ini merupakan suatu hal yang positif mengingat hakim-hakim 
biasanya hanya cendrung mempertimbangkan aspek yuridisnya dan 
pertimbangan subyektifnya cendrung hanya ke pelakunya saja, padahal 
hakim seharusnya juga mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. 
Berdasarkan uraian serta hasil wawancara di atas, maka Penulis 
berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan pada perkara ini masih terdapat beberapa kekurangan-
kekurangan seperti yang Penulis uraikan di atas, terutama pada 
pertimbangan subyektifnya, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang 
memberatkan. PadahalPasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkanhakim menggali, 
mengikuti,dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yanghidup 
dalam masyarakat. Artinya bahwa hakim juga harus mempertimbangkan 
kerugian dari sisi korban kejahatan, dan masyarakat. Dengan demikian 
akan menciptakan putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua 
pihak. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga peradilan dan menjaga eksistensi pengadilan sebagai lembaga 
peradilan yang betul-betul mampu mengakomodir akan kebutuhan 
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keadilan masyarakat. Makanya itu, diperlukan hakim yang mempunyai 
integritas dan konsistensi yang tinggi terhadap nilai-nilai keadilan. 
Kemudian dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan menurut Penulis itu 
sangat ringan melihat penderitaan yang dialami korban. Tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum yaitu 7 tahun penjara menurut Penulis tidaklah tepat, 
mengingat terdakwa yang masih dibawah umur. 
Dari hasil wawancara dengan Wari Juniati, S.H., M.H. terhadap 
pernyataan Penulis di atas,beliau menyatakan bahwa: 
5 (lima) tahun penjara itu untuk melindungi terdakwa karena 
ditakutkan semakin lama ditahan akan terpengaruh dengan napi 
yang lainya  yang sudah dewasa sehingga sikapnya akan menjadi 
buruk. 
Namun bagaimana pun juga, tidak bisa dipungkiri bahwa rasa 
keadilan munusia itu berbeda-beda karena sifat adil itu yang subyektif, 
dan Majelis Hakim dengan sanksi yang dijatuhkan 5 (lima) tahun penjara 









       PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian, dan 
pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materil oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Maros pada perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.MRS yang 
menyatakan bahwa terdakwa Muhammadong Bin Dg Sulere alias 
Madong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan 
korban Feby Zahra Puspita Sari yang diatur dalam Pasal 82 UU RI 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tepat, hal 
itu sesuai dengan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, dan 
telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang 
diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, barang 
bukti, surat visum, dan keterangan terdakwa. 
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam pertimbangannya 
masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, terutama dalam 
pertimbangan subyektifnya, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang 
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memberatkan terdakwa. Padahal Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan 
hakim menggali, mengikuti,dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya bahwa hakim 
juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban kejahatan, 
dan masyarakat. 
B. Saran 
Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Hakim harus lebih hati-hati dan jelih dalam mempertimbangkan hal-
hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa serta 
sanksi pidana yang dijatuhkannya. Bagaimanapun juga hakim 
mempunyai andil besar dalam menurunnya atau meningkatnya 
angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Artinya bahwa hakim 
harus mampu memberikan efek, baik bagi terdakwa untuk tidak 
melakukan kembali perbuatannya maupun bagi masyarakat agar 
takut melakukan tindak pidana. 
2. Diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan 
yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan 
salah satu sebab terjadinya tindak pidan pencabulan. Tindakan ini 
di harapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya tindak 
pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. 
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3. Seluruh orang tua termasuk anak-anak sendiri sepatutnya waspada 
terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pencabulan 
terhadap anak karena tindak pidana pencabulan dapat terjadi tanpa 
melihat lingkungan dan latar belakang ekonomi serta 
pendidikannya. 
4. Sebaiknya orangtua juga membekali anak-anak dengan 
pemahaman yang benar mengenai bagaimana harus melindungi 
diri dari kemungkinan seseorang yang mencoba melakukan 
kejahatan kepadanya khususnya tindank pidana pencabulan. 
Antara lain dengan mengajarkan kepada mereka untuk menghargai 
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